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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 54 TAHUN 2017
TENTANG
BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (6),
Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2),
Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3)
dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan

Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah;

Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
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Menetapkan

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG BADAN USAHA
MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.

Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat
BUMD adalah badan wusaha yang seluruh atau
sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah
adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai
batas wilayah yang berwenang mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau
yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi
dan Perda Kabupaten/Kota.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode S (lima) tahun.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan
Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan
penyertaan modal Daerah pada BUMD.

Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam
rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah

strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD
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guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan
nilai BUMD.

Privatisasi adalah penjualan saham perusahaan
perseroan Daerah dalam rangka meningkatkan kinerja
dan nilai tambah perusahaan, memperbesar manfaat
bagi Daerah dan masyarakat, serta memperluas
pemilikan saham oleh masyarakat.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem
pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan
perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi
yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan
antar pemangku kepentingan.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden
dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan dalam negeri.

Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat
Daerah  yang  berkedudukan sebagai  unsur
penyelenggara pemerintahan Daerah.

Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah
Dalam  Kepemilikan  Kekayaan  Daerah  Yang
Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang
selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan
umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam perusahaan umum Daerah dan memegang
segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada

Direksi atau Dewan Pengawas.
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(1)

(2)

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya
disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan
Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam
perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau
Komisaris.

Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum
Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan
memberikan  nasihat kepada = Direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum
Daerah.

Komisaris adalah organ perusahaan perseroan Daerah
yang  bertugas melakukan  pengawasan dan
memberikan  nasihat kepada = Direksi dalam
menjalankan  kegiatan pengurusan perusahaan
perseroan Daerah.

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab
atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan
tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan

anggaran dasar.

BAB II
KEBIJAKAN BUMD

Pasal 2
Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan
pengelolaan  keuangan Daerah dan  mewakili
Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan
Daerah Yang Dipisahkan.
Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dalam kebijakan BUMD meliputi:
a. penyertaan modal;
b. subsidi;
c. penugasan;
d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah

Yang Dipisahkan; dan
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e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan

modal pada BUMD.

Pasal 3

Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam

kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada:

a. perusahaan umum Daerah, berkedudukan
sebagai pemilik modal; dan

b. perusahaan perseroan Daerah, berkedudukan
sebagai pemegang saham.

Kepala Daerah selaku pemilik modal pada perusahaan

umum Daerah atau pemegang saham pada

perusahaan perseroan Daerah mempunyai
kewenangan mengambil keputusan.

Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada

pejabat perangkat daerah.

Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) antara lain:

a. perubahan anggaran dasar;

b. pengalihan aset tetap;

c. kerja sama;
investasi dan pembiayaan, termasuk
pembentukan anak perusahaan dan/atau
penyertaan modal;

e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber
dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan
revaluasi aset, dan agio saham;

f. pengangkatan dan = pemberhentian Dewan
Pengawas, Komisaris, dan Direksi;

g. penghasilan Dewan Pengawas, Komisaris, dan
Direksi;

h. penetapan besaran penggunaan laba;

i.  pengesahan laporan tahunan;

j.  penggabungan, pemisahan, peleburan,

pengambilalihan, dan pembubaran BUMD; dan
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